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KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENCAAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: tt|, stpw U ot6.eet 0l tzozt

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKII.ANRAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGl(A BELITUNG

Menimbang

Mengingat

a Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawasru daram merakukan
pengawasan pada pelaksanaan pencalonan Anggota Derivan perwakilan
Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan penrvakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dewan pe*akilan Rakyat Daerah KabupateniKota yang terkait
dengan peraksanaan pengawasan verifikasi Administrasi 

-eeriyaratan

Pengajuan Bakar caron, penyusunan dan pengumuman Daftar caron
sementara dan Daftar caron Tetap dibutuhkan Tim pengawasan Tahapan
Pencalonan Anggota Dewan penrvakiran Rakyat, Dewan perwakiran Daeiah,
Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang
perlu menetapkan surat Keputusan tentang Tim Fasiritasi pengawasai
Tahapan Pencalonan Anggota Dewan pemakiran Rakyat, Dewan perwakiran
Daerah, Dewan Penarakilan Rakyat Daerah provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20.t7 tentang pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 192, Tambahan Lembaran
Negara Republik rndonesia Nomor 61og) sebagaimana terah diubah crengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas pemilihan Umum provinsi, dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan penarakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan pemakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 907);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa proses pemilihan Umum (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 869);



5 Peraturan Badan pengawas pemirihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang
organisasi dan Tata Kerja sekretariat Jenderar Badan pengawas pemirihai
Umum, Sekretariat Badan pengawas pemilihan Umum provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan sekretariat panitia
Pengawas Pemirihan Umum Kecamatan (Berita Negara Repubrik rndonesia
Tahun 2021 Nomor 41 1),

6 Peraturan Badan pengawas pemirihan umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Tata Kerja dan pora Hubungan pengawas pemirihan Umum (Berita NegarJ
Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 889);

T Peraturan Badan pengawas pemifihan umum Nomor 5 Tahun 2022 renlang
Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum (Berita Negara Republii
lndonesia Tahun 2022 Nomor .t 071);

8. Peraturan Badan pengawas pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 lentang
Penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran pemilihan Umum (Beritl
Negara Republik lndonesia Tahun2022 Nomor 1073);

9. Peraturan Badan pengawas pemirihan umum Nomor 8 Tahun 2022 renrang
Penyelesaian Peranggaran Administratif pemirihan Umum (Berita Negarl
Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 1074);

10. Peraturan Badan pengawas pemirihan umum Repubrik rndonesia Nomor g
Tahun 2022 tentang Tata cara penyeresaian sengketa proses pemirihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor .l i24).

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Tim Fasiritasi pengawasan Tahapan pencalonan Anggota Dewan
Pen,trakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan penvakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Derivan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat
keputusan ini;

surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang

Pada tanggal zc 7ril ZOzt

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PRovrNSr 

${a 

KABELTTUNG'

Tembusan disampaikan kapada yth.:
,l. Ketua Badan Pengawas Pengawas pemilihan Umum Rapublik lndonesia di Jakarla;2. Sekretaris Jenderal Badan Penga^,as pemilihan Umum Republik lndonesia diJakarta;
3. Yang bersangkulan.

EM OSYKAR, S.IP., M. SC

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung



Lampiran
Keputusan Kelua Badan pengawas pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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NAMA JABATAN
KEDUDUKAN

DALAMTIM
Pengarah

1 EM Osykar
an Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Ketua Bad
Pengarah

(Koordinator)

2 Andi Budi Prayitno
nggota Badan Pengawas pemilihan

Umum Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

A

Pengarah

J Jafri
Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Pengarah

4 Dewi Rusmala
Anggota Badan Pengawas pemilihan

Umum Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

5 Sahirin
Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Pengarah

il Penanggungjawab

A Andi Budi Prayitno
Anggota Badan Pengawas Pemllihan
Umum Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Penanggung Jawab
(Ex-Officio)

ilt Sekretaris Pengarah

7 Roy M. Siagian
Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Sekretaris Pengarah

IV Ketua dan Wakil Ketua

o

Kepala Bagian Penanganan
Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa
dan Hukum Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Ketua

o Rogrius Sinullingga
Plt. Kepala Bagian Pengawasan
Pemilihan Umum dan Hubungan
Masyarakat

Wakil Ketua I

10. Siti Jamilah Kepala Bagian Administrasi Wakil Ketua ll

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKIHN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.

Pengarah

Yaumil lkrom
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V Sekretaris dan Wakil Sekretaris

Rezi Prayoga Analis Pengawas Pemilihan Umum Sekretaris

12. Aryan Riadi Analis Hukum Ahli Pertama Wakil Sekretarisl I

13 Lenny Novelia Analis Hukum Wakil Sekretaris ll

14.
Sonia Elmanita
Ginting

Analis Pemilihan Umum Wakil Sekretaris lll

VI Anggota

15
Ramadia
Darmawungsu

Staf Bagian Pengawasan Pemilihan
Umum dan Hubungan Masyarakat

Anggota

16.
Rifky Riswan
Tanjung Anggota

17 Rizki Anugrah
Staf Bagian Pengawasan Pemilihan
Umum dan Hubungan Masyarakat

Anggota

18 Afriantini Staf Bagian Pengawasan Pemilihan
Umum dan Hubungan Masyarakat

Anggota

19 Rini Oktavyanti
Staf Bagian Pengawasan Pemilihan
Umum dan Hubungan Masyarakat

Anggota

20 Jazzkyanda
Staf Bagian Pengawasan Pemilihan
Umum dan Hubungan Masyarakat

Anggota

21 . Syahril
Staf Bagian Pengawasan Pemilihan
Umum dan Hubungan Masyarakat

Anggota

22 Musri Agustian
Staf Bagian Pengawasan Pemilihan
Umum dan Hubungan Masyarakat

Anggota

23. lnka Yuliana Vifianti
Staf Bagian Penanganan
Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum, dan Hukum

Anggota

Lutpi Majidi
Staf Bagian Penanganan
Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum, dan Hukum

Anggota

25 Abdul Fakih Anggota

26
Tiara Arnestiani
Aprillia Perdana

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

EM OSYKAR, S.IP., M. SC

11.

Staf Bagian Pengawasan Pemilihan
Umum dan Hubungan Masyarakat

24.

Staf Bagian Penanganan
Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum, dan Hukum

Staf Bagian Administrasi Anggota
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